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Pemerintahan memerlukan anggaran yang dapat dipergunakan untuk 
kegiatan pada waktu yang akan datang. Tercapainya realisasi atas anggaran 
dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh 
masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari 
lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan 
anggarannya. Untuk mengetahui kenerja dan ketaatan terhadap penggunaan 
APBN/APBD, Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas 
bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 di Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang berada di Jalan Jenderal Sudirman 
No. 249 Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan 
Realisasi Anggaran yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahanan (PSAP) Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010. Data yang digunakan merupakan data primer dan data 
sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif yaitu suatu cara 
menganalisa dengan membandingkan data yang sudah ada dengan teori yang 
sudah diperoleh.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran 
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah 
terealisasi dengan baik dan Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan 
anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari 
yang dianggarkan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun 
sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.  
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1.1 Latar Belakang  
Pada era sekarang, pemerintah semakin berlomba-lomba untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik. Hal itu biasa disebut dengan nama good govermance. 
Tuntutan dari masyarakat semakin mendorong pemerintah untuk melakukan 
perubahan-perubahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.  
Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan good governance 
yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan 
transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi adalah memberikan informasi 
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. Sedangkan Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya 
(Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2010: 123).  
Setiap negara memiliki memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda yang 
digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. 
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 





dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah.  
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi 
yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. 
Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka 
pemerintah pusat maupun daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, 
karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan. 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, 
baik pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah 
daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada meningkatnya kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti informasi 
keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 
pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas (Nordiawan, 
Putra, dan Rahmawati, 2010: 123).  
Di Indonesia standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Halim Dan 
Kusufi, 2014: 228). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk 
meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan yang 





diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan 
akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual yang ditetapkan 
dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), PSAP 
tentang laporan keuangan pemerintah terdiri dari: 
1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan 
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas 
3. PSAP 03: Laporan Arus Kas 
4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan  
5. PSAP 12: Laporan Operasional 
Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintahan yaitu 
Laporan Realisasi Anggaran. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam 
Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat 
saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga 
pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. 
Untuk mengetahui kenerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, 
Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas bagian 
anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran. 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02, Laporan 
Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 





pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang membedakan laporan keuangan 
komersial dengan laporan keuangan pemerintah yaitu pada Laporan Realisasi 
Anggaran. Dalam laporan keuangan komersial tidak terdapat Laporan Realisasi 
Anggaran.  
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang 
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan tujuan laporan realisasi anggaran, 
manfaat laporan realisasi anggaran, penyajian laporan realisasi anggaran disusun 
dan disajikan menggunakan akuntansi berbasis kas, struktur laporan realisasi 
anggaran, periode pelaporan dan unsur laporan realisasi anggaran sekurang-
kurangnya mencakup pos-pos antara lain: pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/deficit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa 
lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 
Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para 
pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya 
ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, serta telah 
dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) dan dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Laporan 
Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas, karena penetapan anggarannya 
masih berbasis kas juga.  Sedangkan laporan yang memberikan informasi tentang 
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan disebut Laporan Operasional 
(LO) berbasis akrual. Yang terceminkan dalam pendapatan LO, beban, dan 





Laporan Realisasi Anggaran tidak memiliki keterkaitan dengan neraca dan 
hanya mempengaruhi Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih/Sisa Anggaran 
Kurang (SAL). Sedangkan penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Yang mana surplus/deficit Laporan-LO yang dihasilkan 
dari LO akan dipindahkan ke dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan menjadi 
penambah atau pengurang ekuitas sehingga akan menghasilkan nilai ekuitas akhir. 
Ekuitas akhir tersebut akan menjadi nilai ekuitas pada neraca. 
Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan akan memengaruhi SAL pada Laporan 
Perubahan SAL. Jadi, selama tidak ada aliran kas yang masuk ke dalam Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah maka tidak ada pendapatan yang diakui. Sedangkan 
Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak katas pendapatan, dan pendapatan 
direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi dan akan 
memengaruhi ekuitas yang ada di neraca melalui perubahan ekuitas. Hal ini 
berarti pendapatan-LO lebih luas daripada pendapatan-LRA yang hanya berupa 
penerimaan kas saja, serta keterkaitannya dengan laporan keuangan yang berbeda. 
Sama halnya dengan pendapatan, penerapan dua basis akuntansi tersebut juga 
berdampak pada penggunaan istilah “belanja” untuk LRA dan “beban” untuk LO. 
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,terjadinya konsumsi asset, dan 
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban yang diakui pada 
saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 





Contohnya adalah tagihan rekening listrik dan telepon. Sedangkan Belanja diakui 
bersadarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Riau adalah 
Kementerian/Lembaga yang wajib menyusun Laporan realisasi anggaran. Laporan 
realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang sangat penting bagi Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Riau karena dapat 
memberikan gambaran mengenai kinerja dan menunjukkan ketaatan Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Riau terhadap APBN. Oleh 
karena itu, Laporan Realisasi Anggaran yang telah disusun harus dianalisis 
sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pengguna anggaran. 
Dengan uraian diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dan 
penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang di sajikan Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berdasarkan PSAP Nomor 02 yang di atur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengangkat judul 
penelitian “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”.  
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka 
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penerapan 
Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Wilayah 





Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan 
Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010?  
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
      1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah yang telah 
diuraikan sebelumnya, Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan 
disajikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
Riau sudah sesuai atau belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti  
Sebagai masukan dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan 
untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Povinsi Riau dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk 
meningkatkan keterampilan dalam pembuatan tugas akhir 
2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Povinsi Riau 
 Sebagai bahan masukan membahas kembali tentang Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Laporan Realisasi Anggaran.  
3. Bagi Pembaca dan Pihak Lainnya  
Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak peneliti selanjutnya di 





Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran. 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Riau Riau yang berada di Jalan Jenderal Sudirman 
No. 249 Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 13 Maret 2020 
sampai 22 April 2020. 
1.4.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan 
Data Sekunder. 
1. Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh dari pegawai dan pihak lain-
lain intern dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Provinsi Riau. 
2. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah dan disajikan oleh Kanwil 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang sudah jadi seperti 
sejarah umum dan struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian 
masing-masing tugas. 
1.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut:  
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai 





Provinsi Riau yaitu Bapak Ruzdi sebagai Bendahara Kanwil 
Perbendaharaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
penulisan tugas akhir. 
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip data secara langsung yang 
dimiliki oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
Riau seperti Laporan Realisasi Anggaran.  
3. Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang 
akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku 
ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan 
disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 
ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 
elektronik. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dalam 
penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka dalam penulisan Tugas 
Akhir ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan 
ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 





      BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau 
yang terdiri dari sejarah singkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Riau, struktur organisasi, visi misi dan uraian tugas 
structural instansi. 
      BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 
Bab ini merupakan bab yang menguraikan teori yang terkait 
dengan judul penelitian yang penulis bahas. Membahas mengenai 
pengertian akuntansi sektor publik, pengertian standar akuntansi 
pemerintahan, pengertian anggaran, fungsi anggaran, PSAP No. 
02, dan anggaran dalam pandangan islam. 
      BAB IV KESIMPULAN 
Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 








GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi 
Riau 
 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau, yang 
selanjutnya disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 
1999 bergabung atau dibawahi oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini 
tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen 
keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujdukan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat 
menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. 
Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-
undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di 
tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan 
penegasan fungsi Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal. 
 Selaku institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan membagi 
pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, 
penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan 
organisasi (reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan 
nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan 
Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen 





Internasional (BAPEKKI). Suatu perubahan organisasi yang ditandai dengan 
memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam suatu naungan 
organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama tersebar di berbagai unit. 
Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. 
Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, 
yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang 
milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada di bawah 
unit eselon I DJA. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di 
beberapa unit Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri 
pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan 
pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), 
dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan 
Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada 
Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK. 
Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 
Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan 
Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi 
perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang 
terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis pada kantor pusat serta 33 
Kanwil DJPBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  pada 
kantor instansi vertikal. 
Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II 





Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di 
bawahnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan 
Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunya tugas 
dan fungsi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 
2.2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Provinsi Riau 
1. Visi 
“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat 
dunia”(To be a world-class state treasury manager). 
2. Misi 
a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, 
dan optimal (To achieve prudent, efficient, and optimum cash dan 
fund investment management). 
b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, 
dan akuntabel (To support timely, effective, and accountable budget 
execution). 
c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang 
akuntabel, transparan, dan tepat waktu (To achieve accountable, 
transparent, and timely state finance accounting and reporting).  
d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang 
handal, profesional, dan modern (To develop reliable, professional, 





2.3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan atau 
penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus 
dijalan oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur 
organisasi terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang 
yang didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga admistrasi dan manajemen 
mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berbentuk staff 
dan lini. 
Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaanlain 
karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada baahannya dan tingkat 
tanggungjawab dari bawahan ke atasannya. Struktur organisasi Kantor Wilayah 












Gambar 2.1 Struktur Organisi Kanwil DJPB Provinsi Riau 
 









2.4 Tugas dan Wewenang 
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dipimpin oleh kepala kantor 
dan dibantu oleh bagian umum dan seluruh bidang. Untuk lebih rincinya tugas 
dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi Kanwil Dirjen 
Perbendaharaan terdiri atas: 
1. Kepala kantor 
  Pemimpin serta penanggung jawab, memberikan motivasi, 
semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua 
bidang supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya 
tujuan kerja. 
2. Bagian Umum 
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian dan 
Pembinaan Sumber Daya Manusia (PSDM), keuangan, tata usaha, rumah 
tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), protokoler 
pimpinan, dan pengelolaan kinerja. Bagian Umum memiliki beberapa 
subbagian yaitu: 
a. Subbagian Kepegawaian 
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 
administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan pengembangan 







b. Subbagian keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaukan penyusunan 
RKA-KL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan penerbitan 
surat perintah membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan. 
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan 
laporan kegiatan, pengadaan barang. dan jasa, pembuatan komitmen, 
pengujian tagihan,pengajuan permintaan pembayaran, perlengkapan 
dan rumah tangga, urusan tata usaha, kehumasan, protokoler 
pimpinan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta 
kompilasi dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 
d. Subbagian Penilaian Kinerja 
Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan 
indikator kinerja, pemantauan, penilaian,evaluasi dan pelaporan 
kinerja. 
3. Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran I 
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, I B, I C, dan I D 
masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan 
revisi DIPA, pembinaan dan pembimbing teknis penganggaran dan 
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, pengelolaan keuangan BLU 





penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, serta 
penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja 
pemerintah pusat yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh 
Direktorat Jenderal. 
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan 
pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi 
penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan 
daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran 
belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan. Bidang pembinaan 
pelaksanaan anggaran seksi I menyelenggarakan fungsi: 
a. Kompilasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah. 
b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 
pengelolaan keuangan daerah. 
c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 
anggaran belanja daerah. 
d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 
pengelolaan kas daerah. 
e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 
keuangan BLU daerah. 
f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen 





g. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja dan 
pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam 
rangka Spending Revie. 
h. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana 
transfer. 
i. Fasilitas penyiapan informasi keuangan daerah, dan 
j. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis 
kinerja anggaran belanja daerah. 
4. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 
  Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas 
melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, 
investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan 
pelaksanaan anggaran daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, 
analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi 
dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di 
daerah. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional; 
b. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan 
anggaran daerah; 
c. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan 





d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan 
evaluasi atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program 
di daerah; 
e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dana transfer di daerah; 
f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah; 
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja 
anggaran daerah; 
h. Pengoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan 
i. Pengoordinasian pelaksanaan layanan Kementerian Keuangan di 
daerah. 
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas : 
a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A 
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B 
c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C 
Seksi Pembinaan Pelaksanaan anggaran II A, II B, dan II C masing-masing 
mempunyai tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, 
melakukan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja 
daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pelaksanann anggaran 
belanja daerah, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, 
melakukan monitoring dan evaluasi dana transfer, investasi pemerintah, 
pinjaman, dan kredit program, melakukan koordinasi pelaksanaan layanan 
bersama Kementerian Keuangan, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan 





pembinaan pelaksanaan anggara daerah yang pembagian tugasnya 
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaaan. 
5. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan 
Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai 
tugas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi 
pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rekonsiliasi, 
monitoring, dan evaluasi, penyusunan koordinasi laporan keuangan 
pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan 
pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (PUSAP), dan penyusunan 
statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistics (GFS), 
serta analisa atau laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaskud dalam bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan 
keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem 
akuntansi pemerintah pusat. 
b. Meyiapkan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implikasi 
standar akuntansi pemerintah pada instansi. 
c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem 
akuntansi pemerintah daerah. 
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan 






e. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat unit 
akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-
W). 
f. Konsolidasi LKPP tingkat unit akuntansi pembantu 
penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W). 
g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan LKPP 
tingkat kuasa BUN. 
h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan keuangan 
pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah 
sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah 
(GFS), dan 
i. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan. 
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki beberapa 
seksi, yaitu: 
a. Seksi Pembinaan System Akuntansi Pemerintah Pusat 
Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat 
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis 
system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan 
dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada 
instansi pusat. 
b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Seksi pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah 





system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan 
dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada 
instansi daerah. 
c. Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keungan 
Seksi analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangan 
mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan 
keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran 
wilayah, penyusunan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi 
penyusunan LKPP Tingkat kuasa BUN, penyusunan konsolidasi 
laporan keuangan pemeritnah pusat dan laporan keuangan 
pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system 
akuntansi pemerintah (PUSAP), dan menyusun statistik keuangan 
pemerintah sesuai dengan Government Finance Statistics, serta 
analisis atau laporan keuangan. 
6. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 
  Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan proses bisnis supervisi, implementasi, dan 
bimbingan teknis orasional aplikasi pada KPPN penilaian kinerja dan 
pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, 
pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak 






Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang supervisi KPPN 
dan kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyiapkan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas 
kuasa bendahara umum negara pada KPPN 
b. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan 
perbendaharaan 
c. Penyiapan bahan penilaian kinerja kppn 
d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN 
e. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur 
operasi aplikasi SPAN dan SAKTI 
f. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasional aplikasi SPAN 
dan SAKTI 
g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan 
pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah 
h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak 
lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan 
proses bisnis di lingkungan kantor wilayah 
Adapun beberapa seksi di Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 
yaitu: 
a. Seksi Supervisi Proses Bisnis 
 Seksi supervisi proses bisnis mempunyai tugas melakukan 





KPPN, pelayanan pembendaharaan dan penilaian kinerja KPPN 
serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola 
KPPN. 
b. Seksi Supervisi Teknis 
Seksi supervisi teknis aplikasi mempunyai tugas melakukan 
pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis 
operasionalisasi, dan monitoring standarisasi infrastruktur 
aplikasi pada KPPN. 
c. Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan resiko, kepatuhan 
terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil 
pengawasan, serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan 










Berdasarkan pembahasan mengenai pelaporan realisasi anggaran yang penulis 
teliti di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau maka 
penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dilihat 
dari anggaran dan realisasi belanja sudah terealisasi dengan baik dan 
Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan anggaran yang tersedia 
karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari yang dianggarkan. 
Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.977.792.246 
atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.017.204.000. 
Maka dapat dilihat presentase realisasi berada dibawah standar <100% 
yang artinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
Riau secara umum telah ekonomis dalam membelanjakan belanja 
negaranya. 
2. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah mengacu 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan 
Realisasi Anggaran. 
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau hanya 
menyajikan komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu: Pendapatan 





informasi pendapatan dan belanja. Sedangkan informasi transfer, 
surplus/deficit dan pembiayaan untuk pemerintah daerah (pemda). 
4.2 Saran 
 Setelah penulis melaksanakan penelitian Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau penulis ingin memberikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau 
harus mempertahankan pencapaian output anggaran yang sudah baik 
karena realisasi sudah mencapai 99% dari alokasi anggaran. 
2. Dalam perencanaan anggaran harus baik, dengan merencanakan 
berbagai program dan kegiatan untuk menerapkan strategi organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga laporan 
pelaksanaan anggaran dapat dijadikan evaluasi kinerja sehingga dari 
hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk merumuskan 
dan merencanakan program dan kegiatan berikutnya. 
3. Dalam pelaksanaan anggaran harus diawasi, sehingga anggaran yang 
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1. Apakah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah menerapkan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam 
menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran? 
Jawaban : Sudah 
2. Apa saja pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada 
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan? 
Jawaban : Laporan Realisasi Anggaran hanya menyajikan informasi 
realisasi pendapatan dan belanja. Karena untuk Kementerian/Lembaga 
hanya menyajikan informasi pendapatan dan belanja. Sedangkan informasi 
transfer, surplus/deficit dan pembiayaan untuk pemerintah daerah. 
3. Di dalam pos pendapatan, ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 
Apa saja transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kanwil 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2019? 
Jawaban : Pada tahun 2019 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 
Kanwil Perbendaharaan berasal dari Pendapatan dari penjualan Peralatan 
dan Mesin sebesar Rp 10.000.000 dan Rp 39.020.000 
4. Apakah periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai 
PSAP? Apakah sudah tepat waktu pelaporannya? 
Jawaban : Sudah, Penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Kanwil 
Perbendaharaan sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun dan 
disajikan 1 bulan setelah tahun anggaran, paling lama 3 bulan setelah dari 
anggaran.  
5. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kanwil yang belum realisasi 
secara optimal? 
Jawaban: Untuk tahun 2019 semuanya telah tercapai sesuai dengan target 
yg telah ditentukan dan output telah tercapai meskipun tidak 100%. 90% 
keatas itu sudah menandakan output yang baik. 
 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019  DAN 2018
(DALAM RUPIAH)
: KEMENTERIAN KEUANGAN  015KEMENTERIAN/LEMBAGA













ESELON I : DITJEN PERBENDAHARAAN 08
SATUAN KERJA : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU  613739
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) %
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) %
3 4 5 6
2019 2018
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 0 0
PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 00 0 0 00 0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 (49,020,000)49,020,000 0 0 (11,573,364)11,573,364 0
PENERIMAAN HIBAH 0 00 0 0 00 0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 (49,020,000) 049,020,000 0 (11,573,364) 011,573,364
BELANJAB 0 0
BELANJA PEGAWAI 585,694,000 6,044,000579,650,000 99 689,426,000 36,727,000652,699,000 95
BELANJA BARANG 3,173,558,000 33,366,3543,140,191,646 99 3,152,907,000 33,524,0023,119,382,998 99
BELANJA MODAL 257,952,000 1,400257,950,600 100 265,841,000 2,109,000263,732,000 99
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN
UTANG 0 00 0 0 00 0
BELANJA SUBSIDI 0 00 0 0 00 0
BELANJA HIBAH 0 00 0 0 00 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 00 0 0 00 0
BELANJA LAIN-LAIN 0 00 0 0 00 0
JUMLAH BELANJA (B I + B II) 4,017,204,000 39,411,754 993,977,792,246 4,108,174,000 72,360,002 994,035,813,998 8
PEMBIAYAANC 0 0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT SATUAN KERJA




















MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA :  613739 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
RIAU:  0900
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN




1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3
42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 49,020,000 0 49,020,000 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 49,020,000 0 49,020,0000
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 49,020,000 0 49,020,0000
JUMLAH PENDAPATAN 49,020,000 0 49,020,0000
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA



























Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARAN






1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS 423,624,000 404,700,000 400,741,000 0 400,741,000 99.02 3,959,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 423,624,000 404,700,000 400,741,000 0 400,741,000 99.02 3,959,000
5122 Belanja Lembur
512211 Belanja Uang Lembur 309,600,000 180,994,000 180,978,000 2,069,000 178,909,000 99.99 2,085,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 309,600,000 180,994,000 180,978,000 2,069,000 178,909,000 99.99 2,085,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 733,224,000 585,694,000 581,719,000 2,069,000 579,650,000 99.32 6,044,000
52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 594,952,000 567,498,000 567,153,380 0 567,153,380 99.94 344,620
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 35,000,000 44,000,000 43,974,023 0 43,974,023 99.94 25,977
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 120,960,000 108,600,000 108,600,000 0 108,600,000 100 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 233,648,000 452,321,000 439,100,600 0 439,100,600 97.08 13,220,400
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 984,560,000 1,172,419,000 1,158,828,003 0 1,158,828,003 98.84 13,590,997
5212 Belanja Barang Non Operasional
521211 Belanja Bahan 368,404,000 335,811,000 331,442,840 0 331,442,840 98.7 4,368,160
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 17,700,000 22,450,000 22,450,000 0 22,450,000 100 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 386,104,000 358,261,000 353,892,840 0 353,892,840 98.78 4,368,160
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 90,000,000 94,000,000 93,573,800 0 93,573,800 99.55 426,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 90,000,000 94,000,000 93,573,800 0 93,573,800 99.55 426,200
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 280,000,000 235,706,000 235,705,150 0 235,705,150 100 850
522112 Belanja Langganan Telepon 25,000,000 16,039,000 16,038,417 0 16,038,417 100 583
522113 Belanja Langganan Air 1,200,000 0 0 0 0 0
522141 Belanja Sewa 5,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 100 0
522151 Belanja Jasa Profesi 13,000,000 11,800,000 11,750,000 0 11,750,000 99.58 50,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 324,200,000 266,545,000 266,493,567 0 266,493,567 99.98 51,433
5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 483,167,000 492,343,000 492,164,700 0 492,164,700 99.96 178,300
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 18,977,000 24,557,000 24,247,000 0 24,247,000 98.74 310,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 396,890,000 303,529,000 302,499,127 0 302,499,127 99.66 1,029,873
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 899,034,000 820,429,000 818,910,827 0 818,910,827 99.81 1,518,173
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA



























Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARAN






1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 507,788,000 419,274,000 408,292,609 0 408,292,609 97.38 10,981,391
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,700,000 42,630,000 40,200,000 0 40,200,000 94.3 2,430,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 146,974,000 0 0 0 0 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 678,462,000 461,904,000 448,492,609 0 448,492,609 97.1 13,411,391
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 3,362,360,000 3,173,558,000 3,140,191,646 0 3,140,191,646 98.95 33,366,354
53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 261,040,000 257,952,000 257,950,600 0 257,950,600 100 1,400
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 261,040,000 257,952,000 257,950,600 0 257,950,600 100 1,400
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 261,040,000 257,952,000 257,950,600 0 257,950,600 100 1,400
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